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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kualitas pelayanan fiskus 

dalam memoderasi pengaruh efektifitas penerapan e-filing, pengetahuan pajak dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh melalui kuisioner. Dalam penelitian ini kuesioner 

menggunakan kriteria jawaban dengan skala Likert. Responden pada penelitian ini 

adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan menerapkan metode Partial 

Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS v4. Hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa Variabel penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari. Variabel 

kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Singosari Variabel kualitas pelayanan fiskus tidak dapat 

memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Singosari. Variabel kualitas pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi 

pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Singosari. Variabel kualitas pelayanan fiskus dapat memoderasi pengaruh sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari. Manfaat 

penelitian ini untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep kepatuhan 

perpajakan, efektivitas penerapan e-filing, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, 

serta kualitas pelayanan fiskus  

Kata kunci: Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, 

Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the role of tax authority service quality in 

moderating the effect of the effectiveness of e-filing implementation, tax 

knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance. This research uses 

primary data obtained through questionnaires. In this study, the questionnaire 

employed a Likert scale for the response criteria. The respondents in this study 

are taxpayers registered at KPP Pratama Singosari. This study uses a 

quantitative analysis approach by applying the Partial Least Square (PLS) 

method with the assistance of SmartPLS v4 software. The results of this study 

indicate that the e-filing implementation variable does not affect taxpayer 

compliance. The tax knowledge variable has a significant positive effect on 

taxpayer compliance. The tax sanctions variable has a significant positive 

effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Singosari. The tax authority 

service quality variable has a significant positive effect on taxpayer 

compliance at KPP Pratama Singosari. The tax authority service quality 

variable cannot moderate the effect of e-filing implementation on taxpayer 

compliance at KPP Pratama Singosari. The tax authority service quality 

variable cannot moderate the effect of tax knowledge on taxpayer compliance 

at KPP Pratama Singosari. The tax authority service quality variable can 

moderate the effect of tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama 

Singosari. The benefit of this research is to develop an understanding of the 

concepts of tax compliance, the effectiveness of e-filing implementation, tax 

knowledge, tax sanctions, and the quality of tax authority services.  

Keywords: Implementation of E-Filling, Tax Knowledge, Tax 

Sanctions, Quality of Fiscal Services, Taxpayer Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan negara Indonesia paling besar ditopang oleh penerimaan pajak. 

Jika dilihat dari realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 mencatatkan 

penerimaan negara sebesar 2.626,4 triliun dimana 1.716,8 triliun berasal dari 

penerimaan pajak dan sisanya dari penerimaan bukan pajak. Hal tersebut 

memberikan gambaran bahwa pajak memberikan kontribusi yang sangat besar 

terhadap negara yaitu mencapai 65,37% dari total pendapatan negara. Salah satu 

fungsi pajak ialah fungsi budgeter yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi 

(Mardiasmo 2018). Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan 

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak 

memainkan peran yang sangat vital bagi negara sehingga perlu dalam realisasinya 

dibutuhkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan negara khususnya dari 

perpajakan dapat mencapai target. Namun,  seringkali  orang  pribadi  kurang  

memahami secara   mendalam   mengenai   perhitungan   dan   pelaporan   pajak   

(Nandiroh   & Hidayati, 2022). Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat 

sangat penting dalam mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang optimal. 

Pemerintah harus dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak begitu 

juga dengan Wajib Pajak yang diharapkan patuh terhadap regulasi pajak yang 

berlaku. Berikut ini merupakan gambaran data terkait kepatuhan Wajib Pajak di 

Indonesia dari tahun 2017-2022:
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Gambar 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: kemenkeu.go.id 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia sudah 

cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan kepatuhan tersebut. 

Lebih lanjut kepatuhan perpajakan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 

2022 yaitu 84,07%  di tahun 2021 menjadi 83,02% di tahun 2022 atau sekitar 15,8 

juta pelaporan SPT dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. 

Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak 

memiliki Kantor Pelayanan fiskus Pratama (KPP Pratama) di setiap daerah yang 

ditunjuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak , KPP 

Pratama adalah Kantor Pelayanan fiskus di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

yang menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang 

perpajakan untuk wilayah kerja tertentu. Sebagai bagian dari struktur vertikal 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan, KPP 

Pratama memainkan peran krusial dalam menjalankan berbagai tugas terkait 

perpajakan dan memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada 
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Wajib Pajak di daerahnya. Dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama memiliki 

peranan penting terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun peneliti melakukan 

observasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Singosari yang 

merupakan bagian dari Kantor Wilayah III Jawa Timur. 

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak 

mematuhi semua kewajiban perpajakan mereka dan menggunakan hak perpajakan 

yang dimiliki (Safitri & Silalahi, 2020). Dapat diartikan bahwa kepatuhan Wajib 

Pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di 

suatu negara. Dalam sistem self assessment sebagaimana yang diatur dalam Undang 

– Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 Ayat (1) . 

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, 

kesadaran dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan.  

Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan secara 

administratif atau secara formal, dan kepatuhan secara teknis atau materiel 

(Maryani, 2019). Kepatuhan secara administratif mencakup sejauh mana Wajib 

Pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk 

mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. 

Adapun kepatuhan secara teknis atau materiel mengacu pada perhitungan jumlah 

beban pajak secara benar. Penelitian ini berfokus pada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah penerapan sistem 

e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan. 
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Penerapan e-filing pada sistem perpajakan di Indonesia merupakan salah satu 

upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan 

pelaporan kewajibannya. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT mereka secara online 

tanpa memikirkan tempat dan waktu. Hal ini membuat proses pelaporan SPT 

menjadi lebih mudah dan nyaman dibandingkan dengan cara manual yang harus 

datang ke kantor pajak. E-filing juga menyediakan berbagai panduan dan instruksi 

yang mudah dipahami, sehingga membantu Wajib Pajak dalam mengisi SPT 

mereka dengan benar. Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat dibangun salah 

satunya menggunakan penerapan e-filing. Mahendra & Budiartha (2022) 

mengungkapkan bahwa e-filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Hal berbeda diungkapkan oleh Astuti et al. (2023) bahwa e-filing tidak 

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendalam 

tentang hukum, peraturan, dan prosedur perpajakan yang harus diketahui oleh wajib 

pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan luas tentang perpajakan akan lebih 

memahami hak dan kewajibannya, sehingga lebih cenderung untuk patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Semakin luas 

pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat 

kepatuhan perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Wijaya (2023) 

menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Erwanda et.al 

(2019) menunjukkan hal yang berbeda dimana pengetahuan pajak tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 
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Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak adalah cara untuk memastikan bahwa aturan-

aturan dan hukum-hukum perpajakan akan diikuti, dengan tujuan mencegah 

pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan oleh Wajib Pajak (Mardiasmo 

2018). Jika Wajib Pajak tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan maka akan ada 

sanksi yang dapat dikenakan. Hal ini membuat Wajib Pajak untuk patuh terhadap 

peraturan yang sudah ditetapakan agar terhindar dari sanksi yang dapat merugikan 

Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) mengungkapkan 

bahwa sanki perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil 

berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Aliviany & Kristianti 

Maharani (2023) yang menyatakan bahwa sanki perpajakan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak diduga dapat 

memoderasi yaitu variabel yang dapat memperkuat maupun memperlemah faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Fiskus mempunyai peran 

penting dalam membantu Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Kualitas layanan 

pajak mengacu pada kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam 

memberikan pelayanan perpajakan yang optimal kepada wajib pajak, sehingga 

Wajib Pajak merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh DJP (Ermawati et al. 

2022). Petugas pajak dianggap memiliki kualitas yang baik ketika mereka 

memberikan informasi yang tepat tentang perpajakan, termasuk prosedur 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, serta menjauhi tindakan pidana yang 

melanggar aturan dan prosedur standar yang berlaku. Pelayanan yang dilakukan 

oleh fiskus akan memberikan pemahaman yang lebih terhadap Wajib Pajak 
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mengenai penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, serta sanksi perpajakan. 

Temuan penelitian dari Revina & Ernandi (2023) menyatakan bahwa penerapan e-

filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kualitas pelayanan 

fiskus sebagai variabel moderasi, sementara itu pemeriksaan perpajakan dan sanksi 

perpajakan berpengaruh efektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kualitas 

pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dan beberapa penelitian terdahulu 

yang dijelaskan masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian sehingga 

menarik untuk diketahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak serta ditambah kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

“Peran Kualitas Pelayanan Fiskus Dalam Memoderasi Pengaruh Efektifitas 

Penerapan e-filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti 

merumuskan beberapa masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak? 
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5. Apakah kualitas pelayanan fiskus mampu memoderasi pengaruh 

penerapan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

6. Apakah kualitas pelayanan fiskus mampu memoderasi pengaruh 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

7. Apakah kualitas pelayanan fiskus mampu memoderasi pengaruh sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan e-filing terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak? 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak? 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan fiskus mampu 

memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak? 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan fiskus mampu 

memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak? 
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7. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan fiskus mampu 

memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan baik secara praktis maupun 

teoritis. Berikut manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Pengembangan Keilmuan 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang 

konsep kepatuhan perpajakan, efektivitas penerapan e-filing, 

pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan fiskus 

dimana dapat menjadi tambahan referensi untuk mata kuliah yang 

berkaitan dengan penelitian ini seperti mata kuliah Perpajakan dan 

Akuntansi Perpajakan. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur untuk 

penelitian sejenis yang berkaitan dengan kepatuhan kewajiban 

perpajakan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

kepada Wajib Pajak agar selalu mematuhi peraturan perpajakan dan 

menjalankan kewajiban perpajakannya. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pratama 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama dalam 

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-filing, 

pengetahuan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan 

dimoderasi oleh kualitas pelayanan fiskus. Berdasarkan hasil pengujian dengan 

menggunakan model regresi moderasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

2. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

3. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari. 

4. Variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari 

5. Variabel kualitas pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi 

pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Singosari. 

6. Variabel kualitas pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi 

pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Singosari. 



7. Variabel kualitas pelayanan fiskus dapat memoderasi pengaruh 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Singosari 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang mana keterbatasannya yaitu tidak mampu 

memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan 

dari setiap responden. 

2. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi 

di KPP Pratama Singosari, sehingga mengurangi daya generalisasi 

hasil penelitian ini. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu 

penerapan e-filing, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan satu 

variabel moderasi yaitu kualitas pelayanan fiskus. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian 

ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan teknik 

lain selain kuesioner, seperti wawancara dalam mengumpulkan data 

sehingga hasil data yang diperoleh lebih akurat. 



2. Bagi peneliti selanjutnya memperluas populasi dan sampel, 

misalnya populasi dan sampel pada dua KPP yang berbeda sehingga 

mendapatkan data yang lebih variatif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain 

sebagai variabel independen maupun moderasi yang terkait 

hubungannya dengan kepatuhan, misalnya biaya kepatuhan  

Erwanda et.al (2019) dan mekanisme pembayaran pajak Yanti & 

Wijaya(2023) 
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